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ABSTRAK 
Upaya minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai 
dari yang masih di dalam Iingkup peraturan perpajakan sampai dengan yang 
melanggar peraturan perpajakan. Penelitan ini memfokuskan pada Undang-undang 
yang terkait dengan upaya minimalisasi Pajak Penghasi/an, yaitu Undang-undang No. 
J7 khususnya pada Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan atas Karyawan beserta 
peraturan pelaksanaannya. 
Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada proses merekayasa usaba 
dan transaksi Wajib Pajak. Tujuannya ada/ab pajak yang terhutang berada dalam 
jumlah yang minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Perencanaan 
pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban 
perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. 
Secara garis besar penelitian ini memfokuskan pada upaya perencanaan pajak 
atas PPh Pasal 21 Karyawan pada PT."X" Surabaya dalam kaitannya dengan 
munculnya 2 Peraturan Pemerintah pada tahun 2003 yang mengatur mengenai jumlab 
pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah, adapun peraturannya yaitu : 
Peraturan Pemerintah Rl No.5 dan Peraturan Pemerintah Rl No. 47 Tabun 2003. 
Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT."X" selain mengacu pada kedua 
peraturan tersebut juga didasarkan pada kondisi PT."X" yang mengalami kinerja 
kurang baik. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dari perencanaan pajak pada 
PT."X" adalab untuk mencapai pengeluaran yang minimal atas PPh 21 Karyawan 
ta!lpa memperhatikan dampak dari pengenaan pajak Badan, berbeda dengan 
perencanaan pajak pada umurnnya yang berusaha memaksimalkan penge1uaran pajak 
atas PPh 21 sebagai biaya fiskal sehingga tercapai pajak Badan yang minimal. 
Karena PT."X" menanggung seluruh PPh 21 Karyawan yang terhutang, hanya 
dua alternatif perencanaan pajak atas PPh 21 Karyawan yang bisa dilakukan yaitu 
dengan metode Tunjangan Pajak dan melode Gross-Up. Dari hasil analisa dua 
alternatif tesebut dapat diambil simpulan babwa pada PT."X" Surabaya setelab 
dilakukan penyesuaian atas dua peraturan pemerintah diatas, penghitungan PPh 21 
dengan metode Tunjangan ternyata dapat menghemat pajak lebih besar 
Rp.618.372.337,00 dibandingkan metode Gross-Up sebesar Rp. 614.495.074,00. 
Kata Kunci: Perencanaan Pajak, PPh 21 Karyawan, Peraturan Pemerintah RI 
No.5 dan Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2003, Metode 
Tunjangan dan Metode Gross-Up. 
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